
WALIKOTA KUANG 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

NOMOR 8 TAHUN 2022 

TENTANG 

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR S I L  NEGARA 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA KUPANG, 

Menirhang a, bahwa untuk relaksanakan ketenruan asal 

58 Peraturan Pemerintnah Nomor 12 Tahun 

2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah, 

Pemcrintah Daerah dapat memberikan 

tambahan penghasilan kepada Aparatur 

Sipil Negara dengan memperharikan 

kemamnpuan keuangan dacrah, 

b. bahwa Keputusan Menteri Dalam Negeri 

No1or 900 4700 Tahun 2020 tetang Tata 

Cara lersetujuan Menteri Lalam Negeri 

Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Lingungan 

Pererintah Daerah, Pemerintah Kotn 

Kupang monetapkan pemberian tam bahar 

penghnsilan Pegawai Negeri Sipil di 

lingkungan Pemerintah Kota Kupang sctelah 

mendapatlnn persetujuan terruhis Menteri 

Dalam Negeri; 

c. bahwa pemherinn tambahan penghasilan 

pegawa menggunakan 

kcpastian hukum, 

prinsip prinsip 

akuntabel 

proposionalitas, efektif cfisien, keadiln, 

keseraraan, kesejahteraan dan optimalisasi; 



d. bahwa berdasarka pertimbonan 

Mengingat 1 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b 

dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan 

Walikota tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai bagi paratur Sipil Negara di 

Lingkungan Pemerintah Kota Kupang 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang 

Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat I 

Kupang [Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Noror 3633]; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tcntang 

paratur Sipil Negara (Lem baran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Normo 5494], 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201 

tentang Pemermtahan Daerah tLembaran 

Negara Republik Indonesia 'Tahun 22014 Nomo1 

244, Lembaran Negara Republik Indonesia 

5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1I  

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republile Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 

4, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah [Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republil 

Indonesia Nomor 

63221 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomot 77 Tahun 

2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Dacrah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781; 

• 



6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900­ 

4700Tahun 020 tentang Tata Cara lersetujuar 

Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan 

Penghasilan Pegawai paratur Sipil Negara Di 

Lingkungan Pemerintah Dacrah; 

Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Kupang [Lembaran 

Daerah Kota Kpang, Tahun 2016 Nomor 13, 

Tgmbahan Lem baran Derah Kata Kupang 

Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa 

7. 

kadi terakhir dengan 

Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Peraturan Duerah Kot 

Perubahan Kedua tas Peraturan Daerah Kota 

Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Letang 

Monetapkan 

Pembentukn dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang 

Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lcmbaran 

Dacrah Kota Kupang Noror 285); 

MEMUTUSKAN 

P'ERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBA!IAN 

PENCHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL 

NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA 

KUPANG 

B3AB I 

KETE NTUAN UMUM 

agian Kesatu Pengertian dan definisi 

Pasal l 

Dalam Peraturan Walikotn ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Kupang 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang. 

3. Walikota adalah Wahikota Kupang 

4. Sekretaris Darrah adalah Sekretaris Dacrah Kora Kupang 



5. Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat PD adalah 

Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kupang. 

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD 

dalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasionl 

dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada PD. 

7. Pegawai paratur Sipil Negara yang selnjutnya disebut ASN adalah 

Deawainegeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 

yang diangkat oleh pejabat pembina kepcgawaian dan diserahi 

tugas dalam suatu jabatan pemcrintahan atau diserahi tugas 

negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang­ 

undangan. 

8. Aparatur Sipil Negara yang sclanjutnya disingkat ASN Kata Kupang 

dalah warn nears Indonesia yang mcmenuhi syarat tertentu, 

diangkat sebagmi aparatur sipl negara secara tetap oleh pcjabat 

pembina lepegawaian untuk menduduki jabatan pcmcrintahan di 

Kota Kupang. 

9. Calon Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat CASN adnlah 

Calon ASN Pemerintah Kota Kupang. 

10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Kota Kupang yang 

sclanjutnya disingknt PpPK Kota Kupang adalah warga negara 

Indonesia yang merenuhi syarat tertentu, yang diangkat 

berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalan 

rangka melaksanakan tugas pemerintahan di Kota Kupang. 

11. Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi ASN di Ling[ungan 

Pemcrintah Kota Kupang vane selanjutnya disebut TP adalah 

tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lunar gaji dan 

tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan 
kescjahteraan dalam menyelesaikan tugas pokok dan lungsinya 
yang bertujuan untuk meningkatkan motivasi kerja ASN dalam 
rangka peningkatan kinerja berdasarkan jabatan struktural, 
jabatan fungsional, dan golongan ASN serta tempat bertugas 

12. Penilaian Produktivitas Kerja dan Disiplin Kerja Elektronik yang 

selanjutnya disebut E-Kinerja adalah aplikasi yang memuat 
mekanisme penilaian tuambahan penghasilan pegawai bagi ASN 

melalui sistem elektromik. 

13. Aplikasi Absensi Online adalah sebuah sistem pencatatan kehadiran 

pegawai melalui aplikasi atau platform tertentu yang bisa dikses 



14. Sasaran Kinerja Pegawa yang selanjumnya disingkat SKI alalat 

rencana dan target kinerja yang harus dicapai oleh ASN dalam 

kurun waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur serta 

disepakati ASN an pejabat penilainya. 

15. Tim Pelaksanaan TPP adalah tim terpadu yang dibentuk untuk 

menghitung, merencanakan penganggaran, melaksanakan 

penatausahaan serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanann 

Tpp scsuai ketontuan peraturan perundang-undangan. 

16. Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setinp ASN pada 

satuan organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai darn 

pcrilaku kerja. 

17. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang 

dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya 

perundang peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan 

undangan 

18. Kondisi Kerja adalah pclaksanaan tugas dan tanggung jawab yang 

remiliki resiko tinggi meliputi peckerjaan yang Derkaitan langsung 

dengan penyakit menular, bahan limia berbahaya/radiasi, Dahan 

radioaktif, pekerjaan yang beresiko dengan kesclamatan kerja serta 

pekerjaan yang berosiko dcngan aparat pemeriksa den pencgak 

hukum. 

19. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disebut PIt adalah pejabat yang 

melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan 

tetap. 

20. Batas Usin Pensiun adalah batas usia pensiun ASN yang meliputi 

a. 58 (limn puuh dclapan) tahun bagi Pejabat Administrasi, 

h. 60 (enam puluh) tahun bagi Pejabat Pimpinan Tinggi, dan 

c. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

bagi Pejabat Fungsional. 

21. Lnporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang sclanjutnya 

disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau 

bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai 

harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pongelaran, 

dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penvelenggara Negara. 

2Z. Wajib LHKPN adalah pejabat yang ditctapkan oleh Walikota un tuk 

menyampaikan dan menumumkan harta kekayannya. 

2.3. Wajib LHKASN adalah setiap ASN slain Wajib LHKPN 

menyampaikan dan mcngumumkan harta kckayaannya. 

yang 
• 



24. Angara Pendapatan dan Belanjn Daerah yan selanjutnya 

disingkat ADD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota 

Kupang yang ditetapkan dengan peraturan derah. 

25. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant Rugi yang 

sclanjutnya disingkat TP-TGR adalah kewajiban untuk mengganti 

korugian Negara oleh para pengelola keuangan Negara 

26. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi 

pembcrian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, 

penobatan gratis, dun lasilitas lainnyn, 

27. Jam Kcrja ASN adalah kcadaan masuk kerja pada hari kerja 

dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tugas kedinasan lannya 

yang diketahui atasan dan melakukan rekam kehudiran dengam 

mnenggunakan aplikasi kehadiran berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

28. Masuk kerja adalah waktu kedatangan ASN dengan mclakukan 

rekam kehadiran menggunakan aplikasi kehadiran scsuai dengan 

jam kerja yang ditentukan 

29. Pulang erja adalah waktu kepulangan ASN dengan melakukan 

rekam kehadiran dengan menggunakan aplikasi kehadiran sesuai 

dengan jadwal kerja yang ditentukan 

30. Terlambat Masuk Kerja adalah waktu masuk kerja ASN yang 

melakukan perekaman kehadiran dengan menggunakan aplikasi 

kehadiran yang melampaui bates waktu masuk kerja yang 

ditentukan 

1. Pulang Cepat adalah waktu pulang kerja ASN yang melakukan 

rekam kehadiran dengan menggunakan aphikasi kehadiran sesuai 

dengan jatdwal pulang yang ditentukan. 

Bagian Kedua 

Maksud don 

Tujuan 

asal 2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagaui pedoman 

dalamn pelaksanaan pemberian TPP bagi ASN di Lingkungan Pemerintah 

Daerah Kota Ku pang­ 



Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota imi adalah ; 

a. menciptakan motivasi, produktivitas kcrja scrta disiplin kerja ASN 

engan etoskerja yang tinggi, 

b. terwujudnya kesejahteraan ASN, 

agiar 

Ketiga Ruang 

Lingkup 

Pesal 4 

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Walikota ini meliputi 

a. kriteria pemberian TPP; 

b. penetapan besaran TP; 

c, Tir Pelaksnnsn Tpp 

d. omponen dan penilaian pembcrian ppp, 

e. tata cara pembayaran TPP, 

f, TPP tambahan; 

pendanaan; dan 

h. pengawasan dan pembinaan. 

BAB II 

KRITERIA PEMBERIAN TPP 

Psal 5 

[I] ASN herhak menerima T setiap Dulan, 

[2] Tp sebagaimana dimaksud pada ayat (I), diberikan berdasarkan 
kniteria : 

a. beban kerja; 

b. prestasi kerja; 

c. kondisi kerja; 

d. kclangkaan profesi; dan/atau 

e. pertimbangan objektif lainnya. 

(3) ASN yang menerima TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) ,  

pat diberikan TPP tambahan dengan berdasarkan lebih dari 1 



(satu) kriteria scbagaimana dimaksud pad ayat (2) huruf a dan 

huruf b. 

(4) Tpp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rpp yang 

telah ditetapkn sebagai tambahan penghasilan yang bersifat 

tetap dan tidak diperkenankan tambahan penghasilan lain sclain 

sebagaimana dimaksudpada ayat (2). 

(5 TPI selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibcrikan 

apabila ditentukan lain berdasarkan ketentuan Peraturan 

Perundang-udangan yang berlaku 

Pasal 6 

(I) Tpp berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat [2) hurufa dan huruf b, diberikan kepada ASN di lingkungan 

Pemerintah Kota Kupang, dikecuahkan bagi AASN Tenaga Pendidik 

dan ASN Tenaga Kesehatan. 

(2] Besaran aloksi Tpp berlasarkan beban kerja dan prestasi kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l] adalah sebesar 40% (empat 

puluh persen) untuk beban kerja dan 60% (enam puluh persen) 

untuk prestasi kerja dari besaran dasnr pp 

(3) Perhitungan TPP sebagaimana dimaksud pad (2) 

menggunakan rumus yaitu TPP bcban kerja dan Tpp prestasi kerja= 

(40% + 60% besnran dasar TPP. 

Pasal 7 

I TPP berdasarkan Kondis Kera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

5 ayar (2) huruf c diberikan kepada ASN pada Sekretariat Dacrah, 

Dimas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satan Polisi Pamong 

Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, adan Keuangan 

dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, adan Penanggulangan 

Bencana Daerah, dan Dinas Pemadam Kcbakaran. 

[2 ASIN pada Sekretariat Daerah scbagaimana dimaksud pada ayat (l] 

mcliputi Sekretaris Daerah dan Asisten Sckretaris Daerah. 

[] ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN pada UPTD dengan Pckcrjaan 

berisiko tinggi. 



4) ASN panda Dimas kependudukan dan Pencatatan sipil sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  melipuni ASN fungsional perbuat produk 

kta hukum dan kerahasiaan data publik dengan pekerjaan yang 

berisiko tinggi 

[5] ASN pada RSUD dan puskcsmas scbagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi ASN fungsional tenaga keschatan dengan 

pckerjaan yang berisiko tinggi. 

(6] ASN pada BKAD sebagaimana dimaksud pada ayat (I) meliputi ASN 

yang melaksanakan pekerjaan yang berisiko tinggi. 

( ASN dengan pekerjaan yang berisiko tinggi sebagimana dimaksud 
pada ayat 

(3) ayat (+), ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan keputusan masing­ 

masing epala PD. 

Pasal 8 

[) Besaran alokasi Tpp berdasarkan Kordisi Kerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) adalah sebesar 1% (satu persen) 

dari besaran datar Tpp 

2) lerhitungan TPP berdasarkan kondist kerja untuk Sckrctaris 

Dacrah scbagammana dimaksud pada nyat (I)  menggunakan rumus 

sebagai berikut 

Tpp kondisi kerja = (1% besaran dasar TPP 

[3) Besaran alokasi TPI berdasarkan kondisi kerja untuk Asisten 

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat [2) 

adulah sebesar 1%(satu persen) dari besaran dasn pp 

[4) Perhitungan TPP berdasarkn kondisi kerja untuk asisten Sekretaris 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3] menggunakan rumus 

sebagai berikut; 

Tpp Jondidi kerja = (1% besaran dasar TPP. 

[5) Besaran alokasi Tpp berdasarkan kondisi kerja untuk ASN pada 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Satuan Polisi Pamong 

Praja, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Keuangan 

dan Aset Dacrah, SUD dan Puskesmas, Inspektorat Daerah, 

Dinas Pemadam Kebakaran dan Badan Penanggulangan 

Benona Dacrah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

dalah sebesar 1% [satu persen] dari bcsan dasa 7pp 



[6] Perhitungan TP berdasarkan kondisi ebagamnaua 

dimaksud pada ayat (5) mengunakan rumus sebagai berikut 

TPP ondisi kerja = (1% besaran dasar Tpp. 

Pasal 9 

(l' TPP berdasarkan kclangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal D ayat (2) huruf d, diberikan kepada ; 

a. Sekretaris Dacrah, 

b. Dokter Spcsialis pad RSUD; dan 

c. Perancang Peraruran Perundang-undanan pada Pererintah 
Daerah 

2) Besaran Tpp berdasarkan kclangkaan profesi scbagaimana 

dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari 

besaran dasar T .  

(3) Besaran 

sebagairmana 

Tpp 

liraksud 

berdasarkan 

ayat 2 

profesi 

dihitng dengan 

alokasi kelangkaan 

menggunakan rumus sebagai berikut 

TPP kelangkaan profesi = (0% besaran dasar T ] .  

asal IU 

[1) PP berdasarkan pertimbangan objektif 

sebageimana 

kepada : 

a. ASN yang menduduki jabatan Sekretaris Daerah, Staf Ahi 

Walikota,Kepala Dinas PD, Kepala Balan PD, Inspektur 

Inspektorat; 

b. ASN dengan kelas jabatan 1 ,  kelas jabatan 2, kclas jabatan 

3, dn kelasjabatan 4, 

e. ASN yang menduduki jabatan fungsional Pendidik dan Tenaga 

Kependidikan, Kepala Sekolah, dan Pengawas pada Satuan 

Pendidikan Dasar dan Pertama; dam 

d. ASN yang menduduki jabatan fungsional Kesehatan, kecuali 

Dolter Spesialis. 

(2) TPP Selin berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebngaimana 

dimaksud dalam ayat (l), ASN juga dapat menerima penghasilan 

lain sesuai tuns pokok dan fungsi tertentu bordasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

dimaksud dalam Pasal % ayat (2) huruf e diberikan 



[) Penghasilan lain sesuai tugas pokok dan fungsi tertentu 

scbagaimana dimaksud panda ayat (2) meliputi 

a. Insentif pajak daerah; 

b. Insentif retribusi daerah, 

e. Tunjangan profcsi guru; 

d. Tunjangan khusus; dan 

e. Jase pelayanan kesehatan. 

(4) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan 

dengan Kcputusan Walikota. 

Pasal 11 

(l) Tpp diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas pad.a 

erangkat Daerah dengan target dan capaian kinerja berdasarkan 

dan telah menyampaikan laporan E-Kinerja penilaian aplikasi 

kinerja bulanan. 

(2) Laporan kinerja bulanan scbagaimana dimaksud pada ayat (l ) ,  

mcrupakan penycsuaian laporan kinerja harian yang telah terinput 

dalam aplikasi E-Kinerja dengan diberikan batas waktu yang akan 

ditentukn lebih lanjut berdasarkan keputusan Sekretaris Daerah 

TPP tidak diberikan kepada ASN, dalam hal : 

a. ASN yang merupakan pindahan ke Pemerintah Daerah dalam 

tahun berjalan yang namanya belum termasuk dalam daftar gaji, 

b. ASN yang menjalami tugas belajar; 

c, ASN yang menjalami cuti diluar tangsngan negara, 

d. ASN mengarbil cuti melahirkan; 

e. ASN yang menialani cuti alasan penting selama I bulan, 

ft. ASN yang mcnjalani cuti sakit dalam bulan berjalan; 

g. AASN yang menjalani cuti bcsar lebih dari 1 bulan, 

h. ASN diperbantukan pada instansi diluar Pemerintah Daerah Kot 

Kupang; 

i. ASN yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi emerintah 

Dacrah Kota Kupang; 

j. Masih berstatus Calon ASN; 



k, ASN yang diberhentikan untuk scmontara atau dinonaktifkan 

dan/atau dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan dan telah memperoleh kekuatan hukum 

tetnp, 

asad 13 

(I] ASN yang pindah masuk ke Pemerintah Kota Kupang dalam tahun 

berjalan sebagaimana diraksud dalam psal 1 3  huruf a, 

hiberikan Tpp setelah namnanya sudah termasuk dalam dattar gal 

berdasarkan mekanisme pengelolaan keuangan daerah 

(2] ASN yang menjalani cuti dan menjalankan tugas kembali diberikan 

Tpp setclah mclaksanakan tugas berdasarkan ketentuan yang 

berlaku 

BAB III 

PENETAPAN BESARAN TPP 

Pasal 14 

fl] Lesaran dasar TPP ditetapkan berdasarkan parameter sebagai 
berkut 

a. kelas jabatan, 

b. indcks kapasitas fiskal Daerah, 

c. indcks kemahalan konstruksi; dan 

d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

(2] Besaran dasar TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (l, diberikan 

dengan mcnggunakan rumus : 

Bcsaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per kolas 

jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

indeks kapasitas fiskal daerah x Indcks kemahalan Konstruksi x 

indeks pcnyelenggaraan Pemerintah Daerah. 

[]) esaran dasar Tpp sebagammana dimaksud pada ayat (2) 

berdasarkan kriterin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2] 

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dun merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraruran Walikota ini, 



(4] Hesaran dasar rpp sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mcrupakan 

bcsaran yang menjdi butag Tpp dun/tu berdasurkn ketentuan 

yang berlaku 

(5] Dalam hal persediaan anggaran tidak meneukupi, rpp dapat 

dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah. 

[3A13 IV 

TIM PELAKSANAAN TPP 

Pasal 15 

(I Tim Pelaksanaan TPP dikctusi olch Sckrctaris Daerah. 

(2] Susunan keanggotaan dari Tim Pelaksanaan Tpp sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) terdiri unsur Perangkat Dacrah : 

a. PL yang mcmbidangi perencanaan pengelolaan keunngan di 

Daerah yang bertugas mclakukan perhitungan penganggaran 

TPP ASN, 

b.PD yang membidangi organisasi di Dacrah yang bertugas untuk 

mnelakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahat 

Daerah sertn mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk 

dalam krieria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, 

kelangkaan profesi, dan/atau pertinbrgan objcktif lainnya, 

e. PD yang mermbidangi kepegawaian di Daerah yang bertugas 

untuk melakukan perhitungan pemangku jabatnn berdasarkan 

masing-masing kelas jabatan; 

d.PD yang membidangi hukum di Daerah yang bortugas 

enyusun eraturan Walikota tentang TPP ASN Pemerintah 

Daerah scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

terkait pembentuken produk hukum daerah, 

e. Inspektorat Daerah yang bcrtugas untuk melakukan pengawasan 

pclaksanaan 'Tpp ASN Pemerintah Daerah scsuai dengan 

ketontuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. PD yang membidangi Komunikasi dan informasi di Dacrah yang 

bertugas untuk penyiapan dan pemeliharaan aplikasi serta 

layaan internet. 

[3] Tim Pelaksanaan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditetapkn dengan Keputusan Walikota. 



(4) Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Tim scbagaimana dimaksud 

pada ayat [3] dapat membentk A\ekretarit Tin yang ditctapkan dengan 

Kcputusan wahikota. 

BABV 

KOMPONEN DAN PENILAIAN PEMBERIAN TP 

Bagian Kesatu 

Umun 

Pasal 16 

(I) penilinn pemberinn TpP ASN terdiri tas, 

a. Produktivitas Kerin, darn 

• Disiplin Kerja 

() Penilaian Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada avat (1] 

huruf amencakup 70% (tuju.h puluh persen) dari besaran TP yang 

dterima ASN. 

(3] Penilaian Disiplin Kerja sebagaimana dimaksud pada 

ayat (l) huruf bmencakup 30%[tiga puluh persen) dari 

besaran TPP yang diterima ASN. 

(4 Penilaian pemberian TPP scbagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dan ayat (3),dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

(5/ ASN yang menjadi PIt dapat diberikan Tpp 

(6] ASN yang mclaksanakan 

dibayarkan TPP. 

tugs luar daerah tetap berhak 

(7] TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada PIt 

yang menjabat paling singlat 1 {satu) Dulan kalender. 

(f] Kctentuan mengenai TP sebaaimana dimaksud panda ayat [5) 

diatur dengan ketentuan sebagai berikut 

a. ASN yang merangkap PIt dalam jabatan yang setingkat mendapat 

TP sebesar 20% (ua puhuh persen) dari besaran dasar TP 

Jabatan yang dirangkapnya; atau 

b. ASN yang merangkap Pit dalam jabatan satu tinkat diatas 

jabatan defenitif yang dirangkapnya, menerima TP pada jabatan 

yang diranknpnya dan tidak menerima Tpp pada jnbntan 



Hagan Kedua 

lemilaan Kiner]a 

Pasal 17 

(I} Penilaian Kinerja dilakukan sctiap bulan berdasarkan pencapaian 

unsur target kmerja yang disusun dalarm Nilai Kinerja bulanar 

() Unsur target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri 
Etas 

a. kuantitas output; 

b. kualitas output; 

c. waktu; dan 

d. biaya. 

t3) Setiap ASN wajib membuat laporan kinerja bulanan dengan 

mengacu pada target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1] 

(+, Laporan kinerja scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan 

secara elcktronik melalui plikasi E-Kinerja. 

[5) Dalam keadaan tertentu laporan kinerja ASN sebagaimana 

dimaksud pada ayat (), dapat dilaporkan menggunakan format 

laporan kinerja sccara manual. 

(6] Keadean tertentu scbagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila ; 

a. sister dan/atau Aphikasi E Kinerja mengalami kerusakan atau 

tidak berfungsi, 

b. terjadi keadaan kahar force majeure) 

(7] Nilei capaian Kinerja bulanan sebagairmana dimaksud pada ayat (I)  

ditentukan dengan angka dan kategori sebagai berikut 

a. 91%sampai dengan 100%, kategori samgat bail; 

b. 76%sarpai dengn 90%, katcgori baik; 

c. 61%srpa dengan 75%, kategori kurang; dun 

d. 50%, kcbawah kategori buruk 

Dagian Ketig 

Penilaian Perilaku kerja 

I Perilaku Kerja scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) 

ditentukan berdasarkan penilaian terhadap unsur-unsur sebagai 

berikut: 



a ) entasI  eIayanan yatu sap aan pertatu era pegawau aaa 

memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani antara lain 

mneliputi masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, 

dan/atau instansi lain, 

b) Komitmen vaitu lemauan dan kemampun untuk menyelaraskan 

sikap dan tindakan pegawai ntuk mewujudkan tuyuan organisasi 

dengan mengutamakan kcpentingan dinas daripada kepentingan 

diri sendiri, seseorang, dan /atau golongan. 

c) Inisiatif Kerja yaitu kemauan dan kemam puan untuk melahirkar 

ide-ide bart, care-cara baru untuk peningkatan kerja, keraunt 

untuk membantu rekan kerja yang membutuhkan banruan, 

melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, 

) Kerjasama yaitu kemauan dan kemampuan pegawai untul 

bekerjasama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit 

kerjamya serta instnnsi lain dnlrn mnenyelesuiln untu tu#as, dnr 

tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya gun 

dan hasil guna yang sebesar-besarnya. 

e) Kepimpinan. Kemampuan, dan kemauan untul 

emotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang 

berkaitan dengan bidang tugasnya demi tercapainya tuyuan 

orgasas, 

(2} Penilaian Perilaku Kerja sebagairana dirmaksud pada ayat [1), 

dilakukan mclalui pcngamatan oleh pejabat penili terhadap ASN 

yang dinilai. 

(3] Nilai perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  dinyatakan 

dengan angka dan kategori sebagai berikut. 

a) 91% sampai dengan 100%, kategori sangat bark, 

h) 76% sampai dengan 90%, kategori baik, 

c) 61% sampai dengan 75%, kategori cukup, 

d) 51%sampai dengun 60%, kategori kurang, 

e) 50%, ke bawah kategori buruk 

Pasal 19 

[1] Setiap ASN wajib memenuhi kehadiran kerja sebanyak 7,5 (tujuh 

kornn lima} jem per hari atau 37,5 (liga puluh tujuh koma lima) 

jam per mmngguu. 

f] Hari kerja bagi ASN adalah hari senin sarnpai dengan hari jumat 

pada I (satu) minggu berjalan, kecuali bagi ASN yang bekerja pada 

PD yang mcmpunyai tugas dan fungsi pelayanan urum, 



3, Jam kerje gi ASN sebagairana imak.sud pada ayat (2 adalah 

haui Senin sampai dengan hari rat, jar 08.00 aum pi deg,an 

am Ibo, dikecuadikn dadam eacdaan force majeure, 

(4) Setiap ASN waitb memenuhi lcentuan masuk kerja dan 

jam pulang kerja dengan melaleulcan perekrar 

sebanyak 2 tcdua) kali pada saat asuk kerja dan saat pulang 

keria, melputi 

a) AN yr melakukan perelsan aat mauk lerja melewatt 
walktu dengan kiterie keterlambaran I, eterlabut 2, 

eterlambatan 3, dawn keterlambatnn 4 sebagei berikut 

L. keterlabutan I aialah terlabat dihitung dari 1 merit 

smpai dengan dibawah 30 ruenit 

2. eterluabatan 2 lalah terlambat dihiruang duri 31 zenit 

sam psi dengan dibaswah 60 nett, 

3. keterlambatan 3 adeduah terlambat chihirung dari 6I menit 
dan/ata tidak mengisi daftar hair mauk 

} ASN yang meledkukan perekrnan saat masuk lcerja melewati 

wakt degan riteria pang ebelm waktu l, puleng sebelm 
waktu, dan putan selelu waktu 3 meliputi 

•. pulag scbelum wakru 1 dala.h rennggalkan peierjaa 

dihirung lmenit sapa dengan dibewah 30 merit; 

.pulang sebelt waktu 2 acniah meninggulkan pekerjan 
dhitung 3lmenit sampai dengan 60 menit, darn 

3. pulag sebelum waktu33 adaah neninggkan peke:jaan di 

alas 6Oenit la/atau ticdak ulakukan relams absensi 
pulang kerja 

c] AN yang melauka pereiaman masuk keria elewati waktu 
dawn melakuksn perekaman plang lebih cepat sebelum wakn 
pulang lerya reliput; 

• terlaubat mask 1 den pulang cepat I adaish meninggalean 
pekeraan dihitung datang terlambat 3O merit dan pudang 
lebih cepat 3 zuenit; 

• terlabaa masud I inn pudang cepat 2 adalah meninggulkacn 

pekerjaa dihitung datang tcrlamnbat 30 merit den pulang 
lebih crpat 30 mezit sanpui 60 merit; 

3. terlambat mask I dan pulang cepat 3 adalah rerngga)ken 
pekerjaan dihitung datang terleabut 3O menit dan plang 
lebih cvpat 6 emit danatau tidak melakula rckrnan 
a b s  plang kerj 

• 

• 

• 



• terlabat nasuk an pulag cepat l adaah meningadka 

pekerjean dihitung datang terlam oat 30 rent ape den 

60 menit dan pulanrg lebih cepat 30 menit; 

• rerlambat mnasute an pulong oepat 2 adalah meinggalkar 

pekerja dihitung detng terlunba 30 zcnit seuped dengeu 

60 menit dan pulang lebih cepat JO merit sampai dengan 5O 

remit, 

6. terlambat masuk 2 dan p an g  cepat 3 adaah meningpalkan 

pekerjaan dihitung datang terlamba 3o ruenit sarpai denguun 

00 menit da/atau tidak mclakukan perekaman absensi 

pdang kerja, 

7 terlamnbat masuk 3 dan pulang cepat l adalah meninggallan 

pekerjaan dihirung datang teriamhat 60 memit dan pulng 

lebih cepat 30 menit, 

8 terlabat masuk 3 de puleg cepat 2 adedah runnadk 

pekerjaan diitung dtag terlambat 60 menit dan/atau 

idak melakukan perekaman dan/atau pulang lebih eepat U 

eit 

9, tela bat nasuk 3 dan pulang ccpat 3 adaleh rerip,ala 

pwkerjaa dihitung datang terlambat 60 menit dan/atau 

idah melakukan perekaman absensi pulang kerja dan/atau 

pulag lebh ccpat 60 remit 

', Hagi N ya melakukan perekunan hanya l [satu,} kcal pada saat 

mnsuk kerja/pudang kera, mala diaknmulasian tidak a u k  

keria selama 7,5 [rujuh Joma limn jean] 

S, Jam erja scbegeinaa dirnasud pace ayat () dkooualikan bagi 

ASN yang bekerja pada PD yang mempunvei tugas dun fungsi 

pelavanan umum,kesehatan de keendidilan_dan datur lebih 

larut dengiu keputusan~epala L trkatt 

Dular hal ASN tidak melakukn bsen rnasuk atau pulong 

ikaenaican tugs dabarn daerah, wanib dibutian dengan surat 

tugs 

Pusal 2U 

] Setap ASN waiib me.akukan reknm lehadiran scour elektronik 

melaiui Apiknsi Abeensi Oline swtip Hari Kerja 

' Pegawasan «ehadiran sebagaimana diaksud panda ayat (I] 

merupakan taogung jawab atasan langsg dari ASN gecara 

berienjag 

• 



) Kehadran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan 

lengnn merelam sidike ari/waiah paa mesin presenst eleletroil 

da dilakula wktu r u k  kerja dan wa.ktu pulag kerje. 

(4] Setiap Pirpinan Perungkt Daerah bertngsung jawab untuk 

menjaga msin absensi clektronik dan bertangsung awab penuh 

pa.bile tcredi kcruse 

(5) Dalam keadaan tertentu pengistan presensi elekrronik ASN 

• 

scbagaana dimaksud ayat 3 dapat dilkulcan 

regrakan format latter hahr r n a l  

f] Surat pernvataan kerusakan mesin atau 8anaan jarngan dibut 

memurut conteoh pehagsmama tercanrum dalam lanpran l yang 

erupakan bagiyan Lidak terpisaha di Peraturan Wadkota 

nt 

t) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat t5), meliputi: 

resin tltktroni rurppli 

kerus#an area tidak berfungsi, 

b. ASN belum terdaftar dalanm sisten presensi elektronils; dan/atau 

e terjad eala.an kaha [farce moiety 

AI VI 

3eian Kesatu 

Pasud 2l 

Faktor Pengurang Pereria Tpp ASN meliputi: 

• pr±seas 

b. penilaiau kirerje peguwad 

peensi 

Pas1 22 

l' pengurangan pemberinn T ASN scbagar irakwud dala 

ass 2O ayat ( b l  t, peatila, 

a. ASN yang memenuhi kategori leterlmbatan I dengan prewentase 

pengurangan perhari adash 0,5% (ol kor.a lira persen) dari 

toted waktu yang ditentukan, 

• 

• 



b. ASN yang memenuhi kategoni keterlambatan 2 dengan presentase 

pengurangan perhari adalah 1% tart persens dari toral waktu 

yang elitentukosn, can 

e. A8N yang merneruhi keteori keerlarnbatan ' dengan presentase 

penguarangan perhart adalah 1,5% (saru lcoma lima persen) dari 

total waktu yang ditentukan. 

pongurangan pembcria T ASN scbagaimana cimaksud dalam 

Pas.al 20 aat i4, hrufb, apabilat 

a. ASN yang memenuhi kategori pulang sebelun waktu 1 dengan 

presentase pergurargan perhari adaleh 0,5% inel keoa lime 

prsen, da toted waktu yang ditentukan, 

b. ASN yang memenuhi kategori pulang sebelum wakru 2 dengan 

presentnse penguronga perhari adalah 1% [sat persen) duri 

total wakta yang diuentukan, 

c. ASN yang rerenuhi kategomi pulang sebelum waktu 3 dengan 

presentase pengurangan perhari ndaloi 1,5% lsatu ioma lima 

persen] dart tote waktu yang ditentukan 

[± A8SN yan@ pulang kerja sebe±um waktunya scbanana diaksud 

pala ayat (2), dikecadikan untuk tugass luear yang dibuktikan 

dengen disposisi, surat tu8as, undangan dan atau bukti 

pendulung lammnnya yang sal 

Peng@urangan pemberi T ASN scbagamen dimeksd dulam anal 

0 aact [] hurue, pubil 

AN yang memenui kategyori erlambat masuk I an pudang cepat l 

degan presentase pengurangan 0,5% (nol kora liaa persen) 

ditambah O,5tnal koma lira pere}, 

ASN yang monenubi kutegori terlambat mask I dan plag epat 2 

dengen presentase pemgurangan 0,5% fol kora lima persenj 

ditambah 1% tsar person, 

y ASN yang, ere:uhi kategor terlambat masuk I da pulang cepat 

dengan presetase penguregan 0,5% pol koma lime persenj 

ditaumbah 1,S%(satakome persen]; 

y AS/N vag memenuhi kategon terlambat auk 2 dan pulang ccput 1 

dengaun presentase pengururgan 1% tsatn person) ditambah 0,5% 

inol koma Lima peraep; 

• 



Si AN yang aerenu.hi kategori terlambat masuk 2 dan pulang cepar 22 

dengan presentase pengurangan 1%(sat persen) ditanbah 1% (sat 

persen]; 

t6 A8N ang memenuhi kategori terlamnbat asute dan pulong cepat 

dengan presentase pengurangan 1% satu persen] dittah I,5% 

[satu koma lira porer), 

( ASN a memenuhi kategori terlam bat mas 3 dan pulang cepat 1 

dengan presentase pengurangan 1,% (satu koma persen) ditam bah 

0,0%tol koma lira persnJ 

S, A8Nang memenuhi kategori terlam bat masute 3 dan putang cepat 

dengan presentas ponguranan 1,5% [atu kurn ha persen 

itarlah 1%(sat persen); 

$; ASN yang memenuhi kategori terlam bat masuk 3 dan pulang copat 3 

degun presentase pcngurang an 1,5% [sat kore lira persen] 

itabah 1 , 5 ( t u  koma lima perser) 

DIASN yang tidal mentaati am masuk kurja lan ketentuan jar keria 

dkenakan wbageiman.a akumulasi 

etidakhadiran nenurat kategor pelanggaran dan eris bukurrun 

disrplin yang diatur dalam ketentuan Peraruran Pererirtah Nomor 

94 Thun 2021 tentaug, Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 

Bagian Keniga 

"engurangan Penberia [pp ASN untuk komponen Peelleda 

ne:Ja Pegawi disesuaikan nengan nilai capiun kineria 

rnasire-mesingASN melali aplikas: e-Kinerja. 

a9a1 D25 

Apabila da.an perhituoar pp AsN terdapat persertase 

pengurangan ebih dai 10o% tserats persen), maka nlean 

dilkukar pengurangan r AN sebesar 100% (scratu 

persen). 

• 

• 

• 



A VI 

TATA CARA PEMEAYARAN Tpp 

asel 26 

I' kKelas pabatan AS peneria tercatum dalam lampiran yang 

tidak terpisahkan dengan eraturan Walkota ni 

validasi data dan verifikasi hasil evaluasi jabatan dar pp yang 

membidangi organisasi. 

TDp bagi AS yang mutasi dan/atau mengalami perubahan kelas 

abatan, dtbayarkan dengan mengguanelan besaran TPP sesuai 

dengan kelas Jabatan lama untuk buian berkenaan pada D 

lama dan dibayarkan dengan menggunakan besaran pp sesuai 

dengan kelas jabutaun buru pada bulan berikutnya. 

l, Pembayart I diberikan bagi AN settap Dulan dihung la 

bulan eda paling labat ta.rggad 15 tire beles) puda tubun 

an8ran berhen.aan 

Dikecuahikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud paa ayat (4] 

untuk perabayaran TPP pada bula Desember dapat dbayark 

Lada tag.a, 0Dulan bereaa 

Fasel 27 

[I Perliturgan "pp berasarkan penileian poduktiitas Kerju dun 

Lisp/in erj chlaulsa melai rktisrne sebaggui benikut ; 

a.PL yang sudah melakukan pergiputan da penilsden linerja, 

fugue'Tambahan da/atau Kreatifitas serta Perilaku Ker]a 

mengeuka rekap 

TP oulanan kepada p yurgrembidangi kepegawaian 

untuk diverifikasi melalui aplkast E-Kimerja, 

b.Pengauan elap TPP bulra dilukukan setiap targgal ' tsatu) 

sampsidengan tr:gad 5 (lira) bulan herjal. 

e. Apabila pengajuan relay TPP blunan elewati tanggal yang 

cditnflan maka Tpp pp sang bersangkutan tdak dibayaka, 

d.Ilasil veritlsi herpa rckap PT bulanan, disampakan 

tepala p yagmembdecngi leangan; dan 

e.PI yang membida.gi ke g an  meiakulan pembayaran 7p 

sesai rekaprpp bulanan dan mengikuti mckanisme pengelolaan 

keuangea Deer ah 

• 



! Foat reap Tpp uulanan sebagammana dirnawad pd ayat (lJ 

hurufbadalah sebagaimana yang die@take dari Aplikasi E-Kiner]3 

', Format reles T pulaa scbaeutanae dmakssud pada avyat (lp 

huruf d adalah sebagaimana tercanrum alam Lampiran [y dan 

merupaloan bsgian yang tidax terpisahkan dari +eraturan waliiota 

ri, 

Pasal 28 

• 

LI, PD renyanpaloan urat permintuan pembayarn Tp setiap 

hlon dengamelampirlean 

a. Reksp TPP ulen; 

b. Surat errintaan Memnbavar 8PM], dan 

e. ernyataan tanggung jnwant muttate dari penggunan anggaran. 

K u s  embayaran TPP bulan Desember, 

dileruah1kan dan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud padn 

ayat il] hurut a 

[, engaua pembayara pp uuln Deserber renunakan sistm 

LS/OL pada rekeening PD gelambat-lambatnya sebehum tagged 1 

Descrabet 

4 embayaran ke masing masg ASN dilaksanalan amped dung 

taggn 3 Desember sctelah meperoleh daftar rekan bulanan 

dat ditansatagai oleh ejabat yang berwenang 

[oat pernvataan ranggung jmwab mutlak sebageran diraksud 
pada ayat 

I] hurnf e adalah scbgitana tercantum calam Lamprran V 

dan merupaka began yang tidal terpisnhkan dari Peraturan 

Walikota int 

TD dbavarkanterhitung tuk bud Januarisapai dengan 

buianDesember di than aKaran berkcnaan 

enlian Produktivitas Kera dan Dsiplin Kerja pda Dulan 

Desember untulckebuha pemnbayaran I dierikan 

hi kornpamen pentlatan 

nilad 100% 

• 

• 



BAB VII 

PENDANAAN 

Pas.al 30 

(I] Pendaaau atas pembayaran Tpp ibebankan pads APED setiap 

tahun anggar eun 

t] -Pajak penghastlan atas pembayaran TPP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (l) hibebankan kepada setiap ASN sesua 

etentuan peraturan perundaung-undangan yang burlaku 

[3] Dalam hal anggran terscdia, Pajak Perghasilan atas TP dapar 

dibebenlact pda Anggauras Pendapatac den Belanja Daerah 

[# Ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

berdaseurka Keputusun Tim Anggeren Pererintah Daerah 

BAB IX 

PENGAWASAN PEMBINAAN DAN EVALUASI 

Pasal 31 

Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanear pemnbayaran TPp 

dilalakan oleh asing-masing Kepala PD 

Pasad 32 

Pelaksanaan eraturan Walikota ini dapat dilakukan peninjauan seriap 

6 (enam\ bian berdasarlan Has/ Evaludsi Tim elaksanaan Tp pagl 

ASN Kota Ku pang, daun diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wadikot. 

Pasad 33 

(I) ASN yang tidak tepat waletu meyampailan LHKPN at LHKASN, 'Tpp 

tilak dapat dibayarkan sapa depan yang bersangkutan 

menyampaikan bukti administrasi laporan penyampaian LHKPN atau 

LHKASN lepada bendahara 

I] ASN yng tidak regikuti Kerja Bhakti dan Kepiatan Penyegaran 

Rohani dilakukan pemotongan sebesnr 10% dari Besnran r yang 

diteria. 



BAR X 

KETENTUAN PERALIHAN 

pda saat peraruran ini mulat diberlaukan, pengmnputan yang telah 

cieueukaun sebe[um peraturan ii ditctapkan tetap meruptan sat 

kesgtuau aplikasi berbasis e-kinerja pada tahun anggaran berkenaan 

BAB XI 

KETENTUAN LAIN -LAIN 

Pasad 34 

ada saat feraturan int muiai berlaku, maa 

I) Dinars Konikasi  lan Informs wajib mengkoordinasikan persiapan 

apikai e-kinerja berbasis online yang terstandarisnsi herdnsarian 

lebutuhan dan penggunaan knowledge taut keraupuan 

pengoperasiau aplkasi 

l)] Aphilasi e lemnevja sebageuman.a dinausswuad pad yt Al merapakan 

apikasi yang dah seraura etektif dapat cioperasionalknn oteh 

perangkat daera.h 

(3) Pelaksanaan penyediaan pongembaran, modifikasi, dan konelsitas 

arigan aplikasi merupakcan bagian pengawasan da tangung 

iawab Dinas ominfo 

i) Ketentuan se b a g a  diaksud pada nyat (2), apabila terjadi 

keadaan lcahar dan atau kcrusakan yang berhubungan dengan 

eplikesi -kirerj atkan ciatur lebih lanjut dengan swrat edaran 

Sekretaris Daerah 

B XI 

KETENTLAN PENUTUT 

Pada sast Perurn Waliiota im mulai belaku Peraturan walikota 

pang Norar 92 Tahuan 2020 tenang Tambahan enghasilan Pcgswa 

Her bass Kinerj Bagi Pegawai Neger Sipl Daer ah di Ling«up Pererintah 

Kot Kupag, terita Daerah Kots Kupang, Than 2020 Nomor 00SJ 

hicabut don dinyaton tiiek berla.ku 

• 



Pasal 36 

Peraturan Wahikotu ini mulei berlaku pada tnngal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

eraturan Wahikota imi dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Kupang. 

Ditetapkan di Kupang 

pad� 1anK!olal 7 Jt1n1a1n/ 2022 
KUPANG, ,or 

J»»JEFIRST 

Diundangkan di Kupang 

pada tanggal 7 Januari 2022 

FAII 

ETARIS DAERAH K 

ESTLEY FUNAY 

a.% 

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 202I NOMOR 588 

• 



LAMPIRAN I PERAT'URAN WALIKOTA KUPANG 
NOMOR 

TANGGAL 

ENT ANG TAMBA1IAN AARATUR SIL NEGARA PEGAWAL AG PENGHASIL.AN 
8 TAIJUN 2022 

7 JANUAII 2022 

LINGK UNGAN 

' 

EMEIN'TAH KOY'TA KUANG 

KOP DINAS/BADAN/ KANTOR 

Kcpada 
Yth. 1.Kepala BKPPD Kota Kupang; 

2 Kepala Dinas Korinfu Kota 
Kupang 

di 

Kupang 

Surat Pernyarann 

Tidal Melakuka Perekanan Preensi krena Keruakan Mesin 

/Gangguan Jaringan 

1. Saya yang bertanda tangan 

dibawah ini :Nama NIP 
abata 

Unit Ker]a 

Menyvatakan pada hari tanggal 

Dinas/Hadan/Kantor tidal 

perokaman wajah karona .. 

2 Detikia Surat Penyataan ini sava buat dengan sebenarnya. 

Ku4pang, . 0 0 + 0 0 0 + % 0 0 %  

Yang Membuat Pernyataan, 

NIP. . . 

,0..,-;.VAL,JXOT KUPANG.� 
' 1/  

EFIRST\ON R. RIWU KORE 

melaku.kcan 



LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

PENGHASILAN 

8 TAHUN 2022 
7.JANUARI 2022 

DI LINGKUNGAN 

NO MOR 

TANGGAL 

TENTANG TAME3AHAN 

APARATUR SIPIL NEGARA 

EGA WAL BAGI 
PEMERINTAH KOTA KUPANG. 

DAFTAR KELAS JABATAN DAN BATASAN NILA 

,0.,--wALIKO"T'A KUPANG, � 

' 
NO KELAS BATASAN NILAI 

JABATAN 

1 17 4055 keatas 

2 16 3605 - 4050 
3 15 3155 - 3600 4 14 2755 - 3150 
5 13 2355 - 2750 
6 12 2105 - 2350 
7 11 1855 - 2100 

' 
8 10 1605 - 1850 
9 9 1355 - 1600 
1 8 1105 1350 
0 ' 
1 7 855 1 1 0 0  
1  

1  6 655 - 850 
2 

1 5 455 - 650 3 
1 4 375 - 450 
4 

' 
1 3 305 -- 370 
5 

1 2 245 - 300 
6 

� 

1 1 190 -- 240 
7 

' 

J E F I R S T Sb N  R. RIWU KORE 

• 



LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA KUPANG 

PENGHASTLAN 

8 TAHUN 2022 

7 JANUARI 2022 

DI LINGKUNGAN 

NOMOR 

TANGGAL 

TENTANG TAMBAHAN 

APARAT'UR SIPIL NEGARA 

PEGAWAI BAGI 

PEMERINTAH KO'TA KUPANG. 

BESARAN MAKSIMAL TPP BERDASARKAN KRITERIA 

Sekretaris Daerah 

. . . 

• 
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LAMPIRAN V PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR TANGGAL TENTANG 
APARATUR SIPIL NEGARA DI 

BAGI LINGKUNGAN 
8 TAHUN 2022 7JANUARI 2022 
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

PEMERINTAH KOTA KUPANG 
FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK 

PENYATAAN TANGGUNG JWAB MUTLAK 

Yang bertanda tangan dibawah ini: 

Nama 

NIP 

Jabatan 
Menyatakan dengan sesunguhnya bahwa; 
l. Perhitungan yang terdapat dalam Daftar Perhitungan Tambahar 

Penghasilan Pegawai bulan............bagi Satuan Kerja.....telah 

dihitung dengan benar berdasarkan jumlah ASN pada Saruan 
Kerja...... 

2. Apabila dikemudian hari 

pembayarannya, kami bersedia 

tersebut ke kas Daerah. 

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya. 

..•.. ... ... ... ..•... .. tang,gnl ..•..•..•... 

Pengguna Anggaran / Kuasa 

Pengguna Anggaran 

NIP. 

.Q.,wALIKOT KUPANG, � 

� 
[»JEFIRSTS} »N R. RIWU KORE 

terdapat kelebihan dalam 

untuk menyetorkan kelebihan 
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